BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2023

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN

RENCANA KEBUTUHANBARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24
ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang  Tata Cara
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Menetapkan :

-2-

Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman  Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan BMD adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Daerah.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik
Daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang  berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala
Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi
pengelolaan Barang Milik Daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengguna Barang adalah kepala Perangkat
Daerah selaku pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang
adalah kepala unit kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang. ‘

Pengurus Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah
pejabat dan/atau jabatan fungsional umum
yang diserahi tugas mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang
membidangi fungsi pengelolaan barang milik
daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang
yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, dan menatausahakan Barang
Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan
Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan Barang Milik Daerah pada

Pengguna Barang.

Pasal 2

Ruang lingkup Perencanaan Kebutuhan BMD
meliputi:

a. perencanaan pengadaan BMD;

b. perencanaan pemeliharaan BMD;



c. perencanaan pemanfaatan BMD;
d. perencanaan pemindahtanganan BMD; dan
€. perencanaan penghapusan BMD.

(2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

(3) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

(4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindahtanganan BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pemindahtanganan.

(6) Perencanaan penghapusan BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan
dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

BAB 11
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang

Pasal 3

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan
RKBMD Pengadaan di lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling
lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 4

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas
usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan
oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada minggu
ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan



Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
untuk melakukan reviu terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan untuk memastikan kebenaran
data masukan penyusunan usulan RKBMD
Pengadaan yang paling sedikit
mempertimbangkan:

a. kesesuaian program perencanaan, standar
barang dan standar kebutuhan; dan

b. ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna
Barang.

(4) Hasil penelaahan atas wusulan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang
dalam menyusun RKBMD Pengadaan pada
tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit
memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

c. program;

d. kegiatan;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang
dan/atau daftar barang pada Kuasa
Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.

Pasal 5

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) ditandatangani Pengguna
Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyampaikan kepada Pengguna Barang paling
lambat minggu keempat bulan Mei.

Pasal 6

Dalam hal tidak ada Kuasa Pengguna Barang pada
Perangkat Daerah, penyusunan RKBMD
Pengadaan dilaksanakan oleh Pengguna Barang.



Pasal 7

(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD
Pengadaan dari Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dan menyampaikankepada Pengelola Barang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi surat pengantar RKBMD
yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang dilakukan paling
lambat minggu kesatu bulan Juni.

Bagian Kedua

Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMD Pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
pada Pengguna Barang

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMD Pemanfaatan.

Bagian Keempat

Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMD Pengadaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMD Pemindahtanganan.



Bagian Kelima

Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

pada Pengguna Barang

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKBMD Pengadaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan
RKBMD Penghapusan.

(1)

(2)

Pasal 12

Format usulan RKBMD Pengadaan, RKBMD
Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan, RKBMD
Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Format hasil penelaahan RKBMD Pengadaan,
RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan,
RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD
Penghapusan pada Pengguna Barang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB II1

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN

(1)

BARANG MILIK DAERAHPADA PENGELOLA
BARANG

Bagian Kesatu

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pengadaan

Pasal 13

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan dilakukan
terhadap:

a. relevansi program dengan rencana keluaran
(output) Pengguna Barang;

b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada
pada Pengguna Barang; dan

c. efektivitas penggunaan BMD yang berada
pada Pengguna Barang telah sesuai
peruntukannya dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



(2)

(3)

(4)

(1)

3)

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memperhatikan:

a. kesesuaian program perencanaan, standar
barang dan standar kebutuhan; dan

b. data barang.

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan yang paling sedikitmemuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

. nama Pengguna Barang;

program;

. kegiatan;

o Qo g

data daftar barang pada Pengguna Barang
dan/atau daftar barang padaKuasa
Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.

Dalam melaksanakan penelaahan RKBMD
Pengadaan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus
Barang Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran
dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan
yvang dilaksanakan paling lambat minggu
kedua bulan Juni.

Pasal 14

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) ditandatangani oleh
Pengelola Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pengadaan berdasarkan hasil penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang paling lambat
minggu ketiga bulan Juni.
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Bagian Kedua

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemeliharaan

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap tata cara Penelaahan atas
RKBMD Pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemanfaatan

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara Penelaahan
atas RKBMD Pemanfaatan.

Bagian Keempat

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Pemindahtanganan

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap tata cara Penelaahan
atas RKBMD Pemindahtanganan.

Bagian Kelima

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Penghapusan

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan atas
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap tata cara
Penelaahan atas RKBMD Penghapusan.
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Pasal 19

Format hasil penelaahan RKBMD Pengadaan,
RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan,
RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD
Penghapusan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Hasil penelaahan RKBMD Pengadaan, RKBMD
Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan, RKBMD
Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan
dari Pengguna Barang ditetapkan menjadi
RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola
Barang.

(2) RKBMD Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
lambat minggu keempat bulan Juni.

BAB 1V

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH

Pasal 21

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan
RKBMD.

(2) Penyusunan perubahan RKBMD sebagaimana
dimaksud ayat (1) mengacu pada rencana kerja
perubahan.

(3) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan
perubahan APBD.

(4) Penyusunan dan penelaahan RKBMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai
dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan perubahan
RKBMD.

(5) Format perubahan RKBMD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH ATEN CIREBON,

=, HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1

TAHUN : 2023

TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN, PEMELIHARAAN,
PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN

A. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PENGADAAN)
NAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ...............

................. P NS~ § 2
Pengguna Barang

NIP.
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Petunjuk Pengisian :

(1). Diisi Nomor Urut.

(2). Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang/Program /Kegiatan/Output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(3). Diisi Kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku.

(4). Diisi Nama Barang sesuai kode pada kolom (3) berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku.

(5). Diisi Kuantitas barang yang diusulkan.

(6). Diisi Satuan Barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?); unit; buah; set dan sebagainya.

(7). Diisi Standar Kebutuhan Maksimal dengan data input sesuai ketentuan standar barang & standar kebutuhan yang berlaku.

(8). Diisi Standar Kebutuhan Maksimal sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?2); unit; buah; set dan sebagainya.

(9). Diisi Kode Barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan.

(10). Diisi Nama Barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan.

(11). Diisi Jumlah Barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan (jumlah barang masih bisa dimanfaatkan).

(12). Diisi Satuan Barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalkan, sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?); unit;
buah; set dan sebagainya.

(13). Diisi Kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(14). Diisi Satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(15). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
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B. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PEMELIHARAAN)
NAMA PERANGKATDAERAH

. | Program/Neglatan/ OUMt | Kode Barang | "en] NemaPemeliharasn | Jumiah| Satuan|

ay a2 | a3 | aa

T R ) , - e

Pengguna Barang

NIP.
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Petunjuk Pengisian:

(1. Diisi Nomor

(2. Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/Program/Kegiatan/Output berdasarkan Rencana Kerja SKPD.

(3). Diisi Kode Barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku.

(4. Diisi Nama Barang yang dipelihara sesuai pada kolom (3) berdasarkan kodefikasi BMD yangberlaku.

(5). Diisi Kuantitas Barang yang dipelihara.

(6). Diisi Satuan Barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set dan sebagainya.

(7). Diisi Status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri (Hak Milik/HM) atauPinjam Pakai (PP).

(8. Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(9). Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan(RR).

(10). Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(11). Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

(12). Diisi Kuantitas Barang yang diusulkan untuk dilakukanpemeliharaan.

(13). Diisi Satuan Barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set dan sebagainya.

(14). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan.
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C. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN

PADA PENGGUNA BARANG RENCANA PEMANFAATAN)
NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN...............
8 - ’ Lo ' ‘ ‘ No ;b'l':‘ahun~ ‘ ‘Harga : ’ ~' ) Y Kondisi Baran »
No. | Nama Barang _ | KodeBarang | pigter [Perolehan] Perolehan |Spesifikasi Barangl 5 [ pr | gp | Keterangan
(1) ‘ i @) B @ Gy | ) 1 () l®lojag] gy -

..........................

..........................

Pengguna Barang

NIP.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
@

@)
“
()
(6)
(7
8
)
(10)

(1)

Diisi Nomor Urut.

Diisi Nama Barang antara lain: (A) disewakan/ (B) pinjam pakai/ (C) Kerja Sama Pemanfaatan/ (D) Bangun Guna Serah/ (E)} Bangun Serah
Guna/ (F) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Diisi Kode Barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/ Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur.

Diisi Nomor Register barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (data di Simbada).

Diisi Tahun Perolehan barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (data di Simbada).

Diisi Harga Perolehan barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (data di Simbada).

Diisi Spesifikasi barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Diisi Kondisi Barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/ Kerja
Sama Penyediaan Infrastruktur,jika Baik maka (B).

Diisi Kondisi Barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/ Kerja
Sama Penyediaan Infrastruktur,jika Rusak Ringan maka (RR).

Diisi Kondisi Barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna/ Kerja
Sama Penyediaan Infrastruktur,jika Rusak Berat maka (RB).

Diisi keterangan atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

Catatan : Seandainya tidak ada barang yang disewakan/ pinjam pakai/ Kerja Sama Pemanfaatan/ Bangun Guna Serah/ Bangun Serah

Guna/ Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, maka diisikan NIHIL.
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D. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PEMINDAHTANGANAN)
NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ...............
o o Lsscitiast| Tabun | |amecine|  [Kendisi Baren &
0 B R T T T M N M M7 M O ) IR (01 €51 N O I TV
A. Mutasi ke Pengguna/ OPD lain
B. Dikembalikan ke Pengelola melalai
BPKAD
G Penjulan (Diusulkan Ielang/
dihapus)
D, Tukar-menukar
E——
F- Penyertaan modal pemerintah dacrah
............................................... 20..
Pengguna Barang

NIP.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2

(3
(4)
(5)
(6)
M
(8
9
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

Diisi Nomor Urut.

Diisi Nama Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-
menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Kode Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/
tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Nomor Register barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan
dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Spesifikasi barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/
tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Tahun Perolehan yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/
tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Harga Perolehan barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan
dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Akumulasi Nilai Penyusutan (Rp) barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui
BPKAD/ akan dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Nilai Buku (Rp) yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/
tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

Diisi Kondisi Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-
menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah, jika Baik maka (B).

Diisi Kondisi Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/
tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah, jika Rusak Ringan maka (RR).

Diisi Kondisi Barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain/ dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan dihapus/ tukar-
menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah, jika Rusak Berat maka (RB).

Diisi Nomor ID Inventaris barang yang akan dimutasi ke Perangkat Daerah lain / dikembalikan ke Pengelola melalui BPKAD/ akan
dihapus/ tukar-menukar/ akan dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah (data di Simbada).

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang diusulkan.



-21-
E. FORMAT USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PENGHAPUSAN)
NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN .............
' ) ; Kode No [Spesifikasii Tahun Harga Akumulasi |[Nilai Buku] No ID ,
No. | Nama Barang ’ _Barang | Register | Barang | Perolehan | Perolehan Nilai _(Rp.) _|Inventaris| Keterangan
(1) ) ' 3 4) ) __{6) (. 8 9} {10) (11)

A. Telah dipindahtangankan (Barang sudah
ditarik, tetapi SK Penghapusan belum ada

..........................

..........................

C. Hilang sudah dilaporkan kepada Penguasa
Barang Milik Daerah (Bupati Cirebon)
dilampiri Surat Kehilangan dari kepolisian

Pengguna Barang

NIP.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2

(3
(4)
(5)
(6)

(7

)

9

(10

(11)

Diisi Nomor Urut.

Diisi Nama Barang yang diusulkan dihapus, antara lain: (A) barang tersebut sudah ditarik belum ada SK penghapusannya, (B)
nama barang yang dihapus karena menjalankan ketentuan Undang-Undang, (C ) nama barang yang hilang sudah dilaporkan kepada
Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.

Diisi Kode Barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannya/
menjalankan ketentuan undang-undang/ hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.
Diisi Nomor Register barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannya/
menjalankan ketentuan undang- undang/ hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.
Diisi Spesifikasi barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannya/
menjalankan ketentuan undang-undang/hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.
Diisi Tahun Perolehan barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannya/
menjalankan ketentuan undang- undang/ hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.
Diisi Harga Perolehan (Rp) barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK
penghapusannya/ menjalankan ketentuan undang-undang/ hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan
dari Kepolisian.

Diisi Akumulasi Nilai Penyusutan (Rp) barang yang telah dipindah tangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK
penghapusannya/ menjalankan ketentuan undang-undang/ hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat
Kehilangan dari Kepolisian.

Diisi Nilai Buku (Rp) barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK penghapusannya/
menjalankan ketentuan undang- undang/ hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat Kehilangan dari Kepolisian.
Diisi Nomor ID Inventaris barang yang telah dipindahtangankan, barang tersebut sudah ditarik, tetapi belum ada SK
penghapusannya/ menjalankan ketentuan undang- undang/ hilang sudah dilaporkan kepada Bupati Cirebon dilampiri Surat
Kehilangan dari Kepolisian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

BUPATI CIREBON,
Ttd

IMRON

~< X CHILMY RIVAT
ITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 1

TAHUN
TENTANG:

2023
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

-23-

FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN
PADA PENGGUNA BARANG

A. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PENGADAAN)
NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ....
Kuasa Pengguna Usulan BMD | Maksimal Dioptimalisasi ~ BMD ~ [engadaanYang Cara |
No.| Barang Program/ i s i — P ‘ , . Disetijui- . | Pemenuh angan
Kegiatan/ Output BI:::;E Nama Barang Julz:ﬂa Satuan | Ju}rlnla Satuan|Kode Barang|Nama Barang|Jumlah |Satuan|Jumlah|Satuan|Jumlah|Satuan an 1
(1) (2) 3 4) (5) (6) ] (8) 9 (10) (11) | (12) | (13) | (14 (15) (16) (17) (18)

...............................................

Pengguna Barang

NIP.
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B. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PEMELIHARAAN)
NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ......
. Usulan Kebutuhan RKBMD
No.| FProgram/ Kegiatan/ Barang yang Dipelihara Pemeliharaan Pemeliharaan Cara Keterangan
i Output Kode Jumla Status | Kondisi Barang | Nama Jumla yang Disetujui | Pemenuhan
Barang Nama Barang h |Satuan Barang] B | RR | RB | Pemeliharaan n | Satuan Jumlah| Satuan
(1) ) 3] (4) (5) (6) (M (@810 |(109) (11) (2) | (13) | (14) | (15) (16) (17)
............................................... 20..
Pengguna Barang

NIP.
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C. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMANFAATAN

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH

PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PEMAN FAATAN)

TAHUN ......
. . Kondisi Barang Hasil Telaghan
No. Tahun |Harga Perolehan| Spesifikasi -
No. Nama Barang Kode Barang Register]{ Perolehan Rp. Barang B RR RB Disetujui Dzlsgti?ui Keterangan
(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6}

(7)

@1 © {19

(11) (12)

(13)

Pengguna Barang

NIP.
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D. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMINDAHTANGANAN

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PEMINDAHTAN GANAN)
NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ...........
N : ' » Hasil Telaahan
; BEEE S | o _ Harge | Akumulasi | : :
. - : . No . [Spesifikasi] Tahun , e . - NoID 7——|-——-—- | Iy
Nama Barang Kode Barang f ] ‘ i~ - | Perolehan Nilai Nilai Buku - |Disetuj| Tidak Lol
No. | , , | Regmter " Barang Perolehan| (Rp)  |Penyusutan| ®p) | = h’l.‘;?:tﬂ i Disgtuiu- Keterangan
(1)1 () (3) (4) (5) (6). 4] (8) 9) ﬂjmli’)* (13 (149 | (15 (16)
A. Mutasi ke Pengguna/
Perangkat Daerah lain
B. Dikembalikan ke Pengelol
melalui BPKAD
C. Penjulan (Diusulkan lelang/
dihapus)
D. Tukar-menukar
= Hl bah ...................
F. Penyertaan modal pemerintah
daerah
............................................... 20..
Pengguna Barang

NIP.
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E. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGHAPUSAN

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PADA PENGGUNA BARANG (RENCANA PENGHAPUSAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ..s0550:s
; : Akumulasi Ll Hasil Telaahan
No Spesifikasi Tahun Harga A Nilai No. ID :
No. Nama Barang Kode Barang q Nilai ; ; . .| Tidak | Keterangan
Register| Barang Perolehan | Perolehan Pardnisis Buku | Inventaris | Disetujui Disetuiui
(1) (2) @) 4) (5) (6) (7) 8 ©) (10) (11) (12) (13)

A.Telah dipindahtangankan
(Barang sudah ditarik, tetapi SK
Penghapusan belum ada)

B.Menjalankan ketentuan
undang-undang

C.Hilang sudah dilaporkan kepada
Walikota Yogyakarta dilampiri
SuratKehilangan dari
Kepolisian

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 6 Januari
SEKRETARIS DAE

23

HILMY RIVAT

BUPATEN CIREBON,

A DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1

Pengguna Barang

Ttd

IMRON

BUPATI CIREBON,
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 1

TAHUN : 2023
TENTANG: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN PENGHAPUSAN
PADA PENGELOLA BARANG

A. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN
HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG (RENCANA PENGADAAN)

NAMA PERANGKAT DAERAH

TAHUN .......
" - B ‘ | Kebutuhan Data Daftar Barang yang Dapat Kebutuhan Riil],  RXBMD .
Kuasa Pengguna Usulen BMD | ‘Maksimal | -  Dioptimalisasi BMp  |rcngadaanYang Cara |y
No. Het Pro R o S T R ‘ : | Disetujui |Pemenuh langan|
Kegiatan/ Output Bl:?:rig Nama Barang Julr‘n Ia Satua